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Abstrak:Profesionalisme merupakan performance quality dan sekaligus sebagai 
tuntutan perilaku profesional dalam melaksanakan tugasnya. Profesionalisme. Guru 
adalah pekerja profesi oleh karena itu harus menjunjung profesionalisme. Pengertian 
umum profesionalisme menunjukkan kerja keras secara terlatih tanpa adalanya 
persyaratan tertentu. Profesionalisme guru menghadapi problematika pendidikan yang 
masih banyak terjadi di negeri ini seperti, sistem yang berubah-ubah dan SDM yang 
masih kalah dengan negara-negara tetangga. Tantanggan profesinalisme guru kedepan 
adalah perkembangan teknologi informasi, desentralisasi dan sentralisasi pendidikan, 
dan pasar bebas ASEAN. 
 
Kata Kunci: profesionalisme, guru, mutu pendidikan 
 
Abstract: Professionalism is the performance quality and as well as the demands of 
professional conduct in performing their duties. Teacher professionalism are 
professional workers therefore uphold professionalism. The common understanding of 
professionalism demonstrated by trained hard work without any specific requirements. 
Teacher professionalism deal with education problem is still a lot going on in this 
country, such as changing the system and human resources is still inferior to 
neighboring countries. Teacher profesionalism challenge in the future is the 
development of information technology, decentralization and centralization of 
education, and the ASEAN free market. 
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Pendidikan adalah tonggak perkembangan sebuah bangsa, melalui pendidikan yang 

berkualitas tentu berkorelasi dengan daya saing sebuah bangsa. Salah satu elemen penting 

dalam pendidikan adalah ketersediaan tenaga guru. Sebagai bagian dari elemen penting 

dalam dunia pendidikan, profesionalitas peran guru dalam proses pembelajaran, pengajaran 

dan pendidikan memiliki pertalian dengan peningkatan mutu pendidikan.Menanggapi 

kondisi tersebut, telah ditempuh berbagai upaya pembenahan sistem pendidikan dan 

perangkatnya di Indonesia terus dilakukan. Akibatnya muncul beberapa peraturan 

pendidikan untuk saling melengkapi dan menyempurnakan peraturan- peraturan yang 

sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan saat ini. Termasuk memberlakukannya UU No 
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20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  UU No 14  Tahun 2014 tentang Guru 

dan Dosen. 

Disisi lain, tantangan datang dari perspektif bahwa kualitas pendidikan menjadi 

tuntutanglobal untuk kemudian menyiapkan sumberdaya yang dapat bersaing dengan 

duniaglobal. Tanggung jawab dan peran seorang pendidik amatlah berat dan tidak 

semudahapa yang diucapkan, sebab pendidik adalah kader-kader bangsa yang serba unik 

dankompleks dan seorang pendidik harus siap dalam menghadapi perubahan dalam 

pendidikan di masa depan.Pentingnya proses belajar mengajar dalam kelas ditengarai 

sangat ditentukan oleh bagaimana seorang guru bersikap didalam kelas. Begitu pentingnya 

pola mengajar bagiseorang guru ini seringkali disebutkan secara khusus dalam kebijakan-

kebijakan pendidikan kontenporer di Indonesia yang terkait dengan beban kerja guru yang 

selama ini kita kenal. Karena itu, tulisan sederhana ini ingin memberikan eksplorasi 

mengenai profesionalisme guru dan tantangan kedepan dalam peningkatan mutu 

pendidikan. 

Tulisan singkat ini berusaha mengkaji peran dan kompetensi guru dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di era global. Hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan 

sumber daya pendidik yang berkualitas dalam rangka menyongsong era kedepan yang 

semkin ketat,dalam hal ini pendidik yang merupakan agent pengajaran, bagaimana 

pendidik mampu dan bisa bukan hanya fasilitator akan tetapi juga sebagai panutan untuk 

peserta didiknya. Selain itu juga pendidik sebagai abdi negara dituntut juga harus mampu 

menjadi abdi yang baik bagi negara, segala aturan dan tuntutan dari pemerintah hendaknya 

mampu terakomodir dengan baik oleh setiap pendidik. Dengan begitu pendidik akan 

menjadi baik dari segi tugas mengabdinya kepada peserta didik dan baik juga sebagai abdi 

pemerintah, sehingga apapun tantangan yang akan ada di depan apabila kedua aspek 

tersebut berjalan beriringan pada setiap pendidik, profesionalisme pendidik akan mampu 

terwujud. Melalui tulisan ini akan sedikit dikupas menggenai profesionalisme guru dan 

tantangan kedepan yang akan dihadapi oleh guru. 

 

PEMBAHASAN 

Problematika Mutu Pendidikan  

Sebelum melangkah lebih jauh dalam mengkaji peran guru dalam 

peningkatan mutu pendidikan, ada baiknya melihat problematika mutu pendidikan saat 

ini. Hal ini sebagai. Hal ini sebagai overview  untuk kemudian mengantarkan pada 
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pemahaman diman dan seperti apa sebenanrnya kompetensi dan profesionalitas guru secara 

ideal, seperti halnya juga yang dicantumkan dalam pengaturan Udang-undang guru dan  

dosen saat ini. 

Pendidikan merupakan salah satu subsistem yang sentral, sehingga senantiasa 

perlumendapatkan perhatian dan perbaikan dalam menjaga kontinuitas proses 

kehidupandalam berbagai aspek di tengah-tengah masyarakat , negara-negara tersebut 

(input-proses-output). Karena itu, mutu pendidikan perlu menjadi perhatian berbagai pihak 

untuk kemudian mampu bersama memajukannya. Perlu diingat kita bahha mutu 

pendidikan Indonesia belum beranjak dari prestasinya yang cukup rendah bahkan 

ditingkatan ASIA. 

Memang ada paradigma yang terbangun di dalam sistem pendidikan kita bahwa 

ganti menteri ganti kurikulum dan kebijakan pendidikan. Hal ini tentu dapat berpengaruh 

pada upaya singkronisasi peningkatan mutu pendidikan. Dalam upaya untuk memperbaiki 

sistem pendidikan nasional ternyata memerlukan adanya perbaikan pula dalam aspek 

sistemik (regulasi-regulasi) serta meningkatnya kontrol sosial dari masyarakat, selain itu 

pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik, termasuk persoalan stabilitas dan 

keamanan, sebab pelaksanaan pendidikan membutuhkan rasa aman (Malik Fadjar, 2001). 

Hasil survey Political and Economic Risk Consultancy  (PERC) yang menyebutkan 

bahwa sistem pendidikan di Indonesia terburuk di kawasan Asia, yaitu dari 12 negara yang 

disurvei oleh lembaga yang berkantor pusat di Hongkong itu, Korea Selatan dinilai 

memiliki sistem pendidikan terbaik, disusul Singapura, Jepang dan Taiwan, India, 

Cina,serta Malaysia. Indonesia menduduki urutan ke 12, setingkat di bawah Vietnam. 

Sedangkan laporan dari United Nations Development Program (UNDP) tahun 2010 dan 

2011, menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia di Indonesia ternyata tetap buruk. 

Tahun 2010 Indonesia menempati urutan ke 111 dari 175 negara ditambah . Lebih sempit 

lagi pada kawasan ASEAN, menurut UNDP menyatakan posisi Indonesia dibandingkan 

dengan negara-negara anggota ASEAN  masih tertinggal cukup jauh, Singapura pada 

urutan 25, Brunei pada urutan 33, Malaysia pada urutan 58, sementara Indonesia berda 

pada urutan 111. 

Kondisi ini menunjukan adanya hubungan yang berarti antara penyelenggaraan 

pendidikan dengan kualitas pembangunan sumber daya manusia indonesia yang dihasilkan 

selama ini, meskipun masih ada faktor-faktor lain yang juga mempengaruhinya. Landasan 
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Pendidikan marupakan salah satu kajian yangdikembangkan dalam berkaitannya dengan 

dunia pendidikan. 

Untuk diyakini bahwa dalam bidang pendidikan, yang dimaksud dengan mutu 

memiliki pengertian sesuai dengan makna yang terkandung dalam siklus pembelajaran. 

Secara ringkas dapat diartikan beberapa kata kunci mengeni pengertian mutu, yaitu sesuai 

perkembangan kebutuhan, sesuai penggunaan pelanggan, sesuai perkembangan kebutuhan, 

dan sesuai kebutuhan lingkungan global Ibrahim (2000:6). Sehingga untuk melihat hasil 

dari mutu pendidikan yang tak biasa lepas dari hal tersebut adalah ketersediaan 

professional guru dan aturan yang mengatur kerja guru, yang saling bersinergi dalam 

mewujudkan mutu pendidikan yang baik. 

 

Profesionalisme Guru  

Supriyadi (1999) mengatakan bahwa bahwa profesionalisme menunjuk pada derajat 

penampilan seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai 

profesi, ada yang profesionalismenya tinggi, sedang, dan rendah. Profesionalisme juga 

mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar 

yang tinggi dan kode etik profesi. 

Dengan demikian profesionalisme merupakan performance quality dan sekaligus 

sebagai tuntutan perilaku profesional dalam melaksanakan tugasnya. Konsekuensinya guru 

sebagai profesional dituntut untuk bisa bekerja dalam koridor profesionalisme.Guru adalah 

pekerja profesi oleh karena itu harus menjunjung profesionalisme. Pengertian umum 

profesionalisme menunjukkan kerja keras secara terlatih tanpa adalanya persyaratan 

tertentu. Pemahaman secara scientific profesionalisme menunjuk pada ide, aliran, atau 

pendapat bahwa suatu profesi harus dilksanakan oleh profesional denganmengacu kepada 

profesionalisme (Wirawan: 2003). 

Berbicara tentang profesionaliisme guru tentunya berhubungan dengan kompetensi 

yang dimiliki oleh guru sebagi tenaga pendidik. Yang harus memiliki kemampuan 

pedagogic, emosional, serta kemampuan sosial guru juga diharapkan mampu menjadi 

tennga pendidik yang professional. Seperti yang teramanat pada UU No 14 Tahun 2005 

tentang guru dan dosen yang berbunyi : “guru merupakan bagian dari sebuah profesi dan 

dituntut untuk dapat professional”. Kompeten berada di dalam diri seseorang berupa 

kemampuan atau kecakapan untuk melakukan sesuatu,yang berkaitan dengan pola-pola 

perilaku yang dapat diamati Harris dalam Mantja (2007:219). 
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Tuntutan keprofesionalan suatu pekerjaan pada dasarnya melukiskan sejumlah 

persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang yang memangku jabatan tersebut. Howsam 

dalam Mantja (2007:219) mengidentifikasi suatu profesi sebagai berikut: (1) Seseorang 

professional menggunakan waktu sepenuhnya untuk menjalankan pekerjaanya; (2) Terikat 

dengan panggilan hidup dan di dalam hal tersebut memerlukan seperangkat norma 

kepatuhan dan perilaku; (3) Menjadi anggota professional yang formal; (4) Menguasai 

pengetahuan yang berguna dan keterampilan atas dasar spesialisasi atau pendidikan yang 

sangat khusus; (5) Terikat oleh syarat-syarat kompetensi, kesadaran prestasi dan 

pengabdian; dan (6) Memperoleh otonomi berdasarkan spesialisasi teknik yang tinggi. 

Kemampuan professional pendidik amatlah penting dalam rangka meningkatkan 

kualitas pendidikan, bahwa titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada 

peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan. Beberapa hasil penelitian tentang 

peran dan kompetensi guru menyebutkan bahwa guru sekolah dasar yang progresifatau 

tradisionalhanya membawa sedikit keberhasilan prestasi belajarBennet dalam Mujis 

(2008:2).  Kemampuan pendidik dalam meningkatkan profesionalnya tidak hanya berguna 

bagi dirinya, tetapi mempunyai makna yang positif bagi peningkatan kualitas pendidikan 

pada umumnya. Seperti yang dikenal saat ini bahwa, keprofesionalan seorang guru 

dibuktikan dengan sertifikat profesi (sertifikasi). Melalui sertifikat tersebut pula, guru 

mendapatkan manfaat berupa tunjangan yang ditujukan untuk terus meningkatkan 

profesionalismenya. Untuk menanggapi hal tersebut, diberlakukanlah sejumlah UU danPP 

dalam pengaturan profesionalisme seorang guru dan dosen. 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 menyebutkan bahwa guru adalah pendidik  

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,melatih, 

menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur  pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. hal tersebut sebagai penterjemahan 

Pasal '42 UU RI Tahun 2003 yang menjelaskan syarat bagi pendidik yang harus memiliki 

kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani 

dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Sementara itu menurut Mantja (2007:218) kualifikasi guru yang diperlukan dalam satu era 

pembangunan adalah mereka yang mampu dan siap berperan secara professional dalam 

dua lingkungan besar, yaitu sekolah dan masyarakat. 
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Tantangan Profesionlisme Guru: Perkembangan Teknologi Informasi 

Dalam  rangka    meningkatkan  profesionalisme  guru,  terjadinya  revolusi  

teknologi informasi  merupakan  sebuah  tantangan  yang  harus  mampu  dipecahkan  

secara  mendesak. Adanya perkembangan teknologi informasi  yang demikian akan 

mengubah pola hubungan guru-murid, teknologi instruksional dan sistem pendidikan 

secara keseluruhan. Kemampuan guru dituntut untuk menyesuaikan hal demikian itu. 

Adanya revolusi informasi harus dapat dimanfaatkan oleh bidang pendidikan sebagai alat 

mencapai tujuannya dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat. Untuk itu, perlu 

didukung oleh suatu kehendak dan etika yang dilandasi   oleh   ilmu   pendidikan   dengan   

dukungan   berbagai   pengalaman   para   praktisi pendidikan di lapangan. 

Perkembangan   teknologi   (terutama   teknologi   informasi)   menyebabkan   

peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan akan mulai bergeser. Sekolah tidak lagi akan 

menjadi satu-satunya pusat pembelajaran karena aktivitas belajar tidak lagi terbatasi oleh 

ruang dan waktu.  Peran  guru  juga  tidak  akan  menjadi  satu-satunya  sumber  belajar  

karena  banyak sumber belajar dan sumber informasi yang mampu memfasilitasi seseorang 

untuk belajar. 

Teknologi  mempunyai  gagasan  mereformasi  sistem pendidikan masa depan. 

Apabila anak diajarkan untuk mampu belajar sendiri, mencipta,  dan  menjalani  

kehidupannya  dengan  berani  dan  percaya   diri  atas  fasilitasi lingkungannya  (keluarga  

dan  masyarakat)  serta  peran  sekolah  tidak  hanya  menekankan untuk  mendapatkan  

nilai-nilai  ujian  yang  baik  saja,  maka  akan  jauh  lebih  baik  dapat menghasilkan 

generasi masa depan. Orientasi pendidikan yang terlupakan adalah bagaimana agar  lulusan  

suatu  sekolah  dapat  cukup  pengetahuannya  dan  kompeten  dalam  bidangnya, tapi  juga  

matang dan  sehat  kepribadiannya.  Bahkan  konsep  tentang sekolah  di  masa  yang akan 

datang, menurutnya akan berubah secara drastis. 

Ada  sisi-sisi tertentu   dari   fungsi   dan   peranan   sekolah   yang   tidak   dapat   

tergantikan,   misalnya hubungan   guru-murid   dalam   fungsi   mengembangkan   

kepribadian   atau   membina hubungan  sosial,  rasa  kebersamaan,  kohesi  sosial,  dan  

lain-lain.  Teknologi  informasi hanya mungkin menjadi pengganti fungsi penyebaran 

informasi dan sumber belajar atau sumber bahan ajar. Bahan ajar yang semula disampaikan 

di sekolah secara klasikal, lalu dapat  diubah  menjadi  pembelajaran  yang 

diindividualisasikan  melalui  jaringan  internet yang dapat diakses oleh siapapun dari 

manapun secara individu. Inilah  tantangan  profesi  guru.  Apakah  perannya  akan  
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digantikan  oleh  teknologi informasi,  atau  guru  yang  memanfaatkan  teknologi  

informasi  untuk  menunjang  peran profesinya. 

Melalui  penerapan  dan  pemilihan  teknologi  informasi  yang  tepat  (sebagai  

bagian  dari teknologi  pendidikan),  maka  perbaikan  mutu  yang  berkelanjutan  dapat  

diharapkan. Perbaikan  yang  berlangsung  terus  menerus  secara  konsisten/konstan  akan  

mendorong orientasi  pada  perubahan  untuk  memperbaiki  secara  terus  menerus  dunia  

pendidikan. Adanya  revolusi  informasi  dapat  menjadi  tantangan  bagi  lembaga  

pendidikan  karena mungkin kita belum siap menyesuaikan. Sebaliknya, hal ini akan 

menjadi peluang yang baik   bila   lembaga   pendidikan   mampu   menyikapi   dengan   

penuh   keterbukaan   dan berusaha  memilih  jenis  teknologi  informasi  yang  tepat,  

sebagai  penunjang  pencapaian mutu pendidikan. Pemilihan  jenis  media  sebagai  bentuk  

aplikasi  teknologi  dalam  pendidikan  harus dipilih secara tepat, cermat dan sesuai 

kebutuhan, serta bermakna bagi peningkatan mutu pendidikan kita. 

 

Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan 

Kini, paradigma pembangunan yang dominan telah mulai bergeser ke paradigma 

desentralistik.  Sejak  diundangkan  UU  No.22/1999  tentang  Pemerintah  Daerah  maka 

menandai  perlunya  desentralisasi  dalam  banyak  urusan  yang  semula  dikelola  secara 

sentralistik. Menurut  Tjokroamidjoyo  (dalam  Jalal  dan  Supriyadi,  2001),  bahwa  salah 

satu  tujuan  dari  desentralisasi  adalah  untuk   meningkatkan  pengertian  rakyat   serta 

dukungan   mereka   dalam   kegiatan   pembangunan   dan   melatih   rakyat   untuk   dapat 

mengatur  urusannya  sendiri.  Ini  artinya,  bahwa  kemauan  berpartisipasi masyarakat 

dalam pembangunan  (termasuk  dalam  pengembangan  pendidikan)  harus  ditumbuhkan 

dan ruang partisipasi perlu dibuka selebar-lebarnya. 

Bergesernya  paradigma  pembangunan  yang  sentralistik  ke  desentralistik  telah 

mengubah cara pandang penyelenggara negara dan masyarakat dalam penyelenggaraan 

pembangunan. Pembangunan harus dipandang sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat 

itu sendiri dan bukan semata kepentingan negara. Pembangunan seharusnya mengandung 

arti bahwa manusia ditempatkan pada posisi pelaku dan sekaligus penerima manfaat dari 

proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan untuk dirinya dan lingkungannya 

dalam  arti  yang lebih  luas.  Dengan  demikian,  masyarakat  harus  mampu  

meningkatkan kualitas   kemandirian   mengatasi   masalah   yang   dihadapinya,   baik  

secara   individual maupun secara kolektif. 



187 

 

 

Belajar  dari  pengalaman bahwa  ketika  peran  pemerintah  sangat  dominan  dan 

peranserta masyarakat hanya dipandang sebagai kewajiban, maka masyarakat justru akan 

terpinggirkan  dari  proses  pembangunan  itu  sendiri.  Penguatan  partisipasi  masyarakat 

haruslah  menjadi  bagian  dari  agenda  pembangunan  itu  sendiri,  lebih-lebih  dalam  era 

globalisasi.  Peran serta  masyarakat  harus  lebih  dimaknai  sebagai  hak  daripada  

sekadar kewajiban.  Kontrol  rakyat  (anggota  masyarakat)  terhadap  isi  dan  prioritas  

agenda pengambilan keputusan pembangunan harus dimaknai sebagai hak masyarakat 

untuk ikut mengontrol  agenda  dan  urutan  prioritas  pembangunan  bagi  dirinya  atau  

kelompoknya. Dalam   desentralisasi   pendidikan,   pemerintah   pusat   lebih berperan   

dalam   menghasilkan   kebijaksanaan   mendasar   (menetapkan   standar   mutu 

pendidikan  secara  nasional),  sementara  kebijaksanaan  operasional  yang  menyangkut 

variasi keadaan daerah didelegasikan kepada pejabat daerah bahkan sekolah. 

Kurikulum  dan  proses  pendidikan  dalam  kerangka  otonomi  daerah,  ada  

bagian yang perlu dibakukan secara nasional, tetapi hanya terbatas pada beberapa aspek 

pokok, yaitu: (1) Substansi pendidikan yang berada dibawah tanggungjawab pemerintah, 

seperti PKN,  Sejarah  Nasional,  Pendidikan  Agama,  dan  Bahasa  Indonesia;  (2)  

Pengendalian mutu  pendidikan,  berdasarkan  standar  kompetensi  minimum;  (3)  

Kandungan  minimal kompeteten  setiap  bidang studi,  khususnya  yang menyangkut  

ilmu-ilmu  dasar;  (4)  Standar- standar teknis yang ditetapkan berdasarkan standar mutu 

pendidikan.  Dengan berbagai hal diatas tentunya sistem desentralisasi merupakan suatu 

gagasan yang masih perlu dikaji lebih lanjut. Dalam berbagai kasus mungkin bisa 

diterapkan akan tetapi belum tentu di kasus lain serupa bahkan akan memperumit kasus 

tersebut. 

 

Dunia Pendidikan Indonesia Menghadapi MEA 

Pada tahun 2015 kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau Pasar 

Ekonomi ASEAN mulai berlaku. Kesepakatan ini tak hanya berdampak pada sektor 

ekonomi, tapi juga sektor-sektor lainnya. Tak terkecuali “pendidikan” sebagai modal 

membangun sumber daya manusia yang kompetitif. Era perdagangan bebas ASEAN, harus 

disambut oleh dunia pendidikan dengan cepat, agar sumber daya manusia Indonesia siap 

menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan negara-negara lain.. 

Mengacu pada faktor penentu kemajuan suatu negara yaitu,  penguasaan inovasi 

(45%), penguasaan jaringan/networking (25%), penguasaan teknologi (20%), serta 
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kekayaan sumberdaya alam hanya (10%), maka pendidikan di Indonesia harus lebih 

menekankan pada tiga kemampuan tersebut untuk meningkatkan kemajuan di Indonesia. 

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah harus mampu menyiapkan sekolah-sekolah 

khusus yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan kerja, misalnya sekolah pertanian, 

sekolah peternakan, sekolah perikanan, sekolah teknik mesin, sekolah teknik bangunan, 

dan sebagainya. Sekolah-sekolah tersebut harus benar-benar mampu membekali 

kompetensi untuk berinovasi dan untuk membangun jaringan/networking. Kompetensi 

berinovasi dapat dilakukan dengan peningkatan berbagai ketrampilan yang ada. 

Ketrampilan ini bisa diupayakan dengan cepat karena siswa akan diajarkan bagaimana cara 

bekerja yang kreatif dan inovatif.  Sedangkan kompetensi membangun jaringan dilakukan 

dengan pengembanga sikap dan mengelola sumber daya manusia seperti, kepemimpinan, 

kerja sama serta komunikasi. 

Disamping itu peningkatan peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah 

pendidikan, yaitu dengan mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai disertai 

dengan pengawasan pelaksanaan anggaran, agar dapat benar-benar dimanfaatkan untuk 

memperbaiki pendidikan di Indonesia. Seperti program pembangunan infrastruktur sekolah 

yang merata, menyusun kurikulum yang lebih representatif agar dapat menggali potensi 

siswa ( tidak sekedar hardskill, namun juga softskill ). 

Pemerintah juga harus lebih memperhatikan kualitas, distribusi serta kesejahteraan 

guru di Indonesia, karena guru merupakan salah satu tonggak untuk mendukung jalannya 

pendidikan, dan sangat berperan penting dalam menciptakan siswa yang cerdas, terampil, 

bermoral dan berpengetahuan luas. Sehingga sepantasnya pemerintah dapat membuat 

peraturan untuk menuju penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, serta dapat 

dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. 

Dengan demikian, apabila pendidikan di Indonesia mampu membekali siswa 

dengan pengetahuan serta keterampilan yang memadai, maka lulusan pendidikan Indonesia 

akan memiliki rasa percaya diri serta motivasi yang tinggi untuk mengembangkan diri 

secara optimal, sehingga dapat diyakini bahwa Indonesia mampu bersaing secara global 

dan mampu menghadapi MEA 2015 

 

Solusi KeDepan 

Penerapan profesionalisme tentunya bukan hanya tanggung jawab semata dari guru 

tersebut, akan tetapi semua elemen yang mendukung dalam tugas guru. Berbagai masalah 
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dalam mencapi profesionalisme guru kedepan sangatlah kompleks, dengan  kondusi 

tersebut apabila tidak ada kesiapan secara baik akan berdampak terhadap kualitas 

pendidikan di Indonesia. Sementara saat ini, negara-negara di sekitar Indonesia 

memendang peningkatan mutu pendidikan melalui perbaikan kinerja guru sudah 

berkembang dengan pesat. 

Perbaikan sumber daya dalam hal ini adalah guru merupakan prioritas,perbaikan 

dalam hal jangka panjang untuk menyiapkan kemampuan guru, misalnya dalam 

kemampuan penguasaan teknologi informasi. Penguasaan teknologi informasi saat ini 

merupakan hal yang sangat penting, melihat perkembangan teknologi informasi yang 

sangat pesat pada saat ini. Perkembangan tersebut tentunya berdampak pula pada dunia 

pendidikan, bagaimana pendidikan mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut.  

Hal tersebut akan terwujud apabila komponen-komponen di dalam pendidikan mampu 

beradaptasi pula.  

Guru sebagai salah satu komponen pendidikan harus mampu beradaptasi juga, 

langkah awal yang harus dilakukan adalah menumbuhkan minat guru terhadap teknologi 

informasi melalui stimulus-stimulus yang mengharuskan guru berhubungn langsung 

dengan teknologi informasi. Sebagai contoh sekolah memberikan instruksi kepada guru 

agar setiap kegiatan pembelajaran menggunakan media teknologi. Dengan begitu secara 

terbiasa guru akan mudah menguasai teknologi informasi, tentunya juga harus didukung 

sarana yang memadai dari sekolah. 

Pengembangan kemampuan guru  dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA) yang perlu disaiapkan adalahkepemimpinan, public speaking, penguasaan 

bahasa asing, dan jaringan. Apabila hal tersebut mampu dikuasai oleh guru, maka akan 

mudah guru untuk menghadapai MEA dan siap bersaing dengan SDM dari negara anggota 

MEA serta mempunyai profesionalisme yang baik dalam bekerja. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Problematika pendidikan Indonesia saat ini terletak pada sistem dan sumber daya 

manusia nya yang masih belum bisa bersinergi, sehingga aturan yang dibuat kadang kala 

tidak menyesuaikan kemampuan SDM yang di lapanagan, begitupun sebaliknya SDM 

terkadang enggan untuk menuruti aturan yang berlaku. Masalah tersebut mempunyai 
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dampak yang sangat besar terhadap pendidikan, karena hubungan nya langsung dengan 

bagaimana guru menjalankan kegiatannya dan mampu dikatakan profesional. 

Profesionalisme merupakan performance quality dan sekaligus sebagai tuntutan 

perilaku profesional dalam melaksanakan tugasnya. Konsekuensinya guru sebagai 

profesional dituntut untuk bisa bekerja dalam koridor profesionalisme.Guru adalah pekerja 

profesi oleh karena itu harus menjunjung profesionalisme. Pengertian umum 

profesionalisme menunjukkan kerja keras secara terlatih tanpa adalanya persyaratan 

tertentu. 

Tantangan yang menghadang di depan dalam mewujudkan profesionalisme guru 

adalah bagaimana guru mampu menguasai teknologi dan informasi, desentralisasi dan 

sentralisasi dalam pendidikan sehingga terkadnag membatasi gerak guru untuk 

menggeluarkan kemempuannya. Dan tantangan yang paling besar adalah adanya MEA 

yang mengharuskan SDM di Indonesia mampu bersaing dengn SDM dari luar yang kan 

masuk ke Indonesia. 

 

Saran 

Mewujudkan profesionalisme guru merupakan tugas setiap stakeholder pendidikan, 

baik dari jajaran pembuat keputusan sampai pelaksana keputusan. Sinergi semua lini harus 

dilakukan agar perbaikan mutu guru dalam berbagai kemampuan dapat terwujud. Melihat 

tantangan yang ada di depan yang snagat terjal, solusinya memang harus saling bahu-

membahu dalam perbaikan profesionalisme guru. 
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Sekolah ini menggunakan pendekatan islami dan ingin mengembangkan minat bakat sesuai 

usia peserta didik. 

Taktik sekolah ini meliputi, diferensiasinya adalah media pembelajaran interaktif 

yang berbasis teknologi dengan video yang dibuat khusus berdasarkan tema serta kegiatan 

edukatif lainnya. Lokasi yang luas dan nyaman, arena bermain indoor dan outdoor, fasilitas 

kolam renang dan lahan berkebun, dan penyampaian materi menggunakan LCD proyektor. 

Selain itu memberika pelayanan yang maksimal, sehingga masyarakat tetap percaya 

terhadap sekolah. Produk yang dihasilkan adalah output yang berkualitas dengan biaya 

murah kualitas output tinggi yang ditunjang dengan lokasi strategis dan teknik 

pemasarannya adalah dengan menggunakan website, brosur dan banner.   

 

Saran  

Pengelola bidang humas dapat selalu mempertahankan dan meningkatkan dalam 

memperbarui atau meng-update teknik pemasaran yang digunakan yakni website karena 

lebih mudah di akses di seluruh dunia sehingga sekolah jadi lebih dikenal di masyarakat 

luas.Teknik-teknik pemasaran dapat ditingkatkan dengan pengembangan teknik yang lain. 

mungkin tetap mempertahankan teknik yang ada namun “daya beda” harus lebih 

ditonjolkan oleh sekolah ini dibanding sekolah lain. 
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